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BAB II 

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 

 

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 

1. Pengertianl Tindak Pidanal  

Pengertianl tindak pidanal dalam Kitabl Undang-undangl Hukum Pidanal 

(KUH Pidana) dikenal denganl istilah straftbaarl feit. Tindakl pidana 

merupakanl salah satul istilah untukl menggambarkan suatul perbuatan yangl 

dapat ldipidana, dalam bahasal Belanda disebutl sebagai lstraftbaarfeit. 

Mengingat KUHP Indonesia bersumberl pada WvSl Belanda, sehingga istilahl 

aslinya punl sama yaitul strafbaarfeit yangl terdiri daril tiga unsur yakni lstraf, 

baar, danl feit. Strafl berarti hukumanl (pidana), baarl berarti dapatl (boleh), 

sertal feit yangl berarti peristiwal (perbuatan). Tindakl pidana berarti suatul 

perbuatan yangl pelakunya bisa dikenail hukuman lpidana.13 

Pompe membedakan pengertian strafbaarfeit dari definisi menurut 

teori dan definisi positif. Menurutl teori memberikanl pengertian strafbaarfeitl 

sebagai suatul pelanggaran terhadapl norma, yangl dilakukan karenal kesalahan 

sil pelanggar danl diancam denganl pidana untukl mempertahankan tatal hukum 

danl menyelamatkan kesejahteraanl umum. Sedangkan menurutl hukum lpositif, 

strafbaarfeit diartikan sebagail suatu kejadianl (feit) yangl oleh peraturanl 

undang-undang dirumuskan sebagail perbuatan yangl dapat dihukum.14 

                                                 
13 Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika 

Aditama, 2009, hlm. 59. 
14 Ibid, hlm. 59 
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Menurut Simons, strafbaarfeit atau tindak pidana adalah kelakuan 

yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang 

berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.15 Van 

Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang 

dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana 

dan dilakukan dengan kesalahan.16  

Istilahl lain yangl pernah digunakanl untuk menggambarkanl perbuatan 

yangl dapat dipidanal adalah peristiwal pidana, perbuatanl pidana, pelanggaranl 

pidana, danl perbuatan yangl dapat ldihukum.17 Moeljatno menyatakanl bahwa, 

tindakl pidana adalahl perbuatan yangl dilarang danl barang siapal yang 

melanggarl larangan tersebutl maka diancaml dengan lpidana. Perbuatan itul 

harus pulal didasarkan olehl masyarakat sebagail suatu hambatanl tata pergaulanl 

yang unsurunsur tindakl pidana sebagail berikut: 

a. perbuatanl itu harusl merupkan perbuatanl manusia; 

b. perbuatanl itu harusl dilarang danl diancam denganl hukuman olehl undang-

lundang; 

c. perbuatanl itu bertentanganl dengn hukuml (melawan hukuml); 

d. harusl dilakukan olehl seseorang yangl dapat dipertanggungl jawabkan; 

e. perbuatanl itu harusl dipersalahkan kepadal si lpembuat.18 

                                                 
15 Irfan, M. Nurul, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 

2011, hlm. 23. 
16 Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 99. 
17 Rubai, Masruchin, Asas-Asas Hukum Pidana, Malang: UM press dan FH UB, 2001, 

hlm. 21. 
18 Efendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 89. 
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Tindakl pidana biasanyal juga disinonimkan denganl delik, yangl berasal 

daril bahasa lLatin, yakni ldelictum. Dalam bahasal Jerman disebutl delict, danl 

dalam bahasa Belandal disebut ldelict. Sedangkan Kamus Besarl Bahasa 

Indonesial menggunakan istilahl delik yaitul perbuatan yangl dapat dikenakanl 

hukuman karena lmerupakan pelanggaranl terhadap tindakl pidana.19 Tindak 

pidana lmerupakan masalahl yang berhubunganl erat denganl kriminalisasi, 

dapatl diartikan sebagail proses penetapanl perbuatan orangl yang semulal bukan 

merupakanl tindak pidanal menjadi tindakl pidana, prosesl penetapan inil 

merupakan masalahl perumusan perbuatanl-perbuatan yangl berada dil luar diril 

seseorang.20  

Tindakl pidana merupakanl suatu istilahl yang mengandungl suatu 

pengertianl dasar dalaml ilmu hukuml sebagai istilahl yang dibentukl dengan 

kesadaranl dalam memberikanl ciri tertentul pada peristiwal hukum lpidana. 

Tindak pidanal mempunyai pengertianl yang abstrakl dari peristiwal-peristiwa 

yangl konkrit dalaml lapangan hukuml pidana, sehinggal tindak pidanal haruslah 

diberikanl arti yangl bersifat ilmiahl dan ditentukanl dengan jelasl untuk dapatl 

memisahkan denganl istilah yangl dipakai seharil-hari dalaml kehidupan 

lmasyarakat.21 

Berdasarkanl beberapa pendapat para ahli dil atas, makal dapat 

disimpulkan  bahwal  tindak  pidanal  adalah  suatul  perbuatan yangl dilakukan  

                                                 
19 Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 47. 
20Ariman, Rasyid & Raghib, Fahmi, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 

2016, hlm. 57. 
21 Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta 

dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 18. 
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olehl manusia yang dapat bertanggung jawabl yang manal perbuatan tersebutl 

melangggar apal yang dilarangl atau diperintahkanl oleh undangl-undang danl 

diberi sanksil berupa sanksil pidana. Tindakl pidana merupakanl dasar suatul 

kesalahan dalaml suatu lkejahatan. Adanya lkesalahan, hubungan antaral 

keadaan denganl perbuatan yangl menimbulkan celaanl harus berupal 

kesengajaan ataul kealpaan. Kesengajaanl dan kealpaanl adalah bentukl-bentuk 

lkesalahan, sedangkan istilahl dari pengertianl kesalahan yangl dapat 

menyebabkanl terjadinya suatul tindak pidanal adalah suatul perbuatan yangl 

bersifat melawanl hukum, sehinggal perbuatan tersebutl harus 

ldipertanggungjawabkan, dan bilamanal telah terbuktil benar terjadil suatu 

tindakl pidana makal dengan begitul dapat dijatuhil hukuman pidanal sesuai 

denganl pasal yangl mengaturnya.  

2. Unsurl-unsur Tindakl Pidana 

Menurutl Moeljatno, tiapl-tiap perbuatanl pidana harusl terdiri daril 

unsur-unsurl lahir, olehl karena itul perbuatan yangl mengandung kelakuanl dan 

akibatl yang dil timbulkan adalahl adanya perbuatanl pidana, biasanyal 

diperlukan jugal adanya hall ihwal ataul keadaan tertentul yang menyertail 

perbuatan.22 Unsurl-unsur tindak pidanal dibagi menjadil dua, lyaitu: 

a. Unsurl subyektif  

Unsurl subyektif adalahl unsur yangl berasal daril dalam diril pelaku. 

Asasl hukum pidanal menyatakan “tidak adal hukuman kalaul tidak adal 

                                                 
22 Marpaung, Leden, Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafindo, 

2005. hlm. 10. 
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kesalahan”.23 Kesalahan yangl dimaksud dil sini adalahl kesalahan yangl 

diakibatkan olehl kesengajaan danl kealpaan. Padal umumnya paral pakar 

telahl menyetujui bahwal “kesengajaan” terdiril atas 3 (tigal) bentuk, lyakni: 

Kesengajaan sebagail maksud, Kesengajaanl dengan keinsafanl pasti, danl 

Kesengajaan denganl keinsafan akanl kemungkinan. Kealpaanl merupakan 

bentuk kesalahanl yang lebihl ringan daril kesengajaan. Kesengajaanl terdiri 

atasl dua bentukl: tidak berhatil-hati dan bisa menduga akibatl perbuatan litu. 

b. Unsurl obyektif 

Tindakl pidana dilihatl dari sudutl obyektif adalahl suatu tindakanl 

(berbuat ataul lalai berbuatl) yang bertentanganl dengan hukuml positif yangl 

menimbulkan akibatl yang olehl hukum dilarangl dengan ancamanl 

hukuman.24 Unsurl ini merupakanl unsur dil luar diril pelaku yangl ada 

hubungannyal dengan keadaanl-keadaan dimanal tindakantindakan sil 

pelakul itu harusl dilakukan yangl terdiri ldari: 

1) Perbuatanl manusia, lberupa: 

a) lAct, yakni perbuatanl aktif ataul perbuatan positifl 

b) lOmission, yakni perbuatanl pasif ataul perrbuatan negatifl yaitu 

perbuatanl yang mendiamkanl atau lmembiarkan. 

2) Akibatl (result) perbuatanl manusia 

3) Keadaanl-keadaan (circumstancesl) 

4)  Sifatl dapat dihukuml daan sifatl melawan lhukum.25 

                                                 
23 Ibid., hlm. 9. 
24 Apeldoorn, L.J. Van,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Jakarta:  Padnya  Paramita, 2001,  

hlm. 326. 
25 Marpaung, Leden, Op Cit, hlm. 10. 
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Semual unsur tersebutl di atas merupakan satul kesaatuan. Salahl satu 

unsurl saja tidakl terbukti, bisal menyebabkan terdakwal dibebaskan lpengadilan. 

Unsur-unsurl tindak pidanal menurut Satochidl Kartanegara bahwal unsur delikl 

terdiri atasl unsur objektifl dan unsurl subjektif. Unsurl objektif adalahl unsur 

yangl terdapat dil luar diril manusia, yaitul berupa: 1l) suatu ltindakan; 2) suatul 

akibat; danl 3) keadaanl (omstandigheid). Kesemuanyal itu dilarangl dan 

diancaml dengan hukumanl oleh undang-undang. Sedangkanl unsur subjektifl 

merupakan unsur-unsurl dari perbuatanl yang dapatl berupa: kemampuanl 

(toerekeningsvat baarheid) dan kesalahanl (schuld).26  

Jadi setiap tindakl pidana yang terdapat dalam KUH Pidana itu pada 

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat 

dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. 

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 

yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu 

segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari 

pelaku itu harus dilakukan. 

3. Jenisl-Jenis Tindakl Pidana 

Secaral umum tindakl pidana dibedakanl menjadi beberapal pembagian 

yangl diatur dalaml Buku IIl KUH Pidana kejahatan (minsdrijvenl) dan 

pelanggaranl (overtredigen) yangl diatur dalaml Buku IIIl KUH Pidana, yakni: 

                                                 
26 Ibid., hlm. 10. 
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a. Tindakl pidana dibedakanl secara kualitatifl atas kejahatanl dan lpelanggaran. 

1) Kejahatanl adalah lrechtsdelict, artinya perbuatanl-perbuatan yangl 

bertentangan denganl keadilan. Pertentanganl ini terlepasl perbuatan itul 

diancam pidanal dalam suatul perundang-undanganl atau ltidak. Jadi, 

perbuatanl itu benarl-benar dirasakanl masyarakat sebagail bertentangan 

denganl keadilan. 

2) Pelanggaranl adalah lwetsdelict, artinya perbuatanl-perbuatan yangl 

didasari olehl masyarakat sebagail suatu tindakl pidana karenal undang-

undangl menyebutkan sebagail delik.27 

b. Tindakl pidana dapatl dibedakan atasl tindak pidanal formil danl materiil. 

1) Tindakl pidana formill adalah tindakl pidana yangl perumusannya dititikl 

beratkan padal perbuatan yangl dilarang. Denganl kata lainl dapat 

ldikatakan, bahwa tindakl pidana formill adalah tindakl pidana yangl 

telah dianggapl terjadi/selesail dengan telahl dilakukannya perbuatanl 

yang dilarangl dalam undangl-undang tanpal mempersoalkan lakibat. 

Tindak pidanal yang diklasifikasikanl sebagai tindakl pidana formill 

dapat disebutl misalnya pencurianl (Pasal 362l KUH Pidana), 

penghasutan (Pasall 160 KUH Pidana), danl sebagainya.28 

2) Tindakl pidana materiill adalah tindakl pidana yangl perumusannya 

dititikl beratkan padal akibat yangl dilarang. Denganl kata lainl dapat 

dikatakanl bahwa tindakl pidana materil adalahl tindak pidanal yang 

                                                 
27 Andrisman, Tri, Hukum Pidana,  Bandang  Lampung: Universitas Lampung, 2007, 

hlm. 86. 
28 Ibid,  hlm. 86. 
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barul dianggap telahl terjadi, ataul dianggap telahl selesai apabilal akibat 

yangl dilarang itul telah lterjadi.29 

c. Tindakl pidana dapatl dibedakan atasl tindak pidanal/delik lcomissionis, delik 

omisionisl dan delikl comisionis perl omissionis lcomissa. 

1) Delikl comissionis, adalah delikl yang berupal pelanggaran terhadapl 

larangan, yaitul berbuat sesuatul yang dilarangl misalnya melakukanl 

pencurian, lpenipuan, pembunuhan danl sebagainya.30 

2) Delikl omissionis, adalah delikl yang berupal pelanggaran terhadapl 

perintah, yaitul tidak berbuatl sesuatu yangl diperintah misalnyal tidak 

menghadapl sebai saksil di mukal pengadilan sebagaimanal ditentukan 

dalaml pasal 522l KUH Pidana.31 

3) Delikl comisionis perl omissionis lcomissa, adalah delik yangl berupa 

pelanggaranl terhadap llarangan, akan tetapil dilakukan denganl cara 

tidakl berbuat.32 

d. Tindakl pidana dapatl dibedakan atasl tindak pidanal kesengajaan danl tindak 

pidanal kealpaan (delikl dolus danl delik culpal).  

1) Tindakl pidana kesengajaanl/delik dolusl adalah delikl yang memuatl 

unsur lkesengajaan. Misalnya tindakl pidana pembunuhanl dalam Pasall 

338 KUH Pidana. 

2) Tindakl pidana kealpaanl/delik culpal adalah delikl-delik yangl memuat 

unsurl kealpaan. lMisalnya: delik dalaml Pasal 359l KUH Pidana. 

                                                 
29 Ibid,  hlm. 119. 
30 Ibid, hlm. 120. 
31 Ibid, hlm. 121. 
32 Ibid. 
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e. Tindakl pidana dapatl dibedakan atasl tindak pidanal/delik tunggall dan delikl 

berganda. 

1) Delikl tunggal adalahl delik yangl cukup dilakukanl dengan satul kali 

lperbuatan. Artinya, delikl ini dianggapl telah terjadil dengan hanyal 

dilakukan sekalil perbuatan. lMisalnya: pencurian, lpenipuan, 

pembunuhan. 

2) Delikl berganda adalahl delik yangl untuk kualifikasinyal baru terjadil 

apabila dilakukanl beberapa kalil perbuatan. lMisalnya: untuk dapatl 

dikualifikasikan sebagail tindak pidanal/delik dalaml Pasal 481l KUH 

Pidana, maka penadahanl itu harusl terjadi dalaml beberapa lkali.33 

f. Tindakl pidana dapatl dibedakan atasl tindak pidanal pidana yangl 

berlangsung terusl dan tindakl pidana yangl tidak berlangsungl terus. 

1) Tindakl pidana yangl berlangsung terusl adalah tindakl pidana yangl 

mempunyai lciri, bahwa keadaanl/perbuatan terlarangl itu terjadil terus. 

2) Tindakl pidana yangl tidak berlangsungl terus adalahl tindak pidanal 

yang mempunyail ciri, bahwal keadaan terlarangl itu tidakl berlangsung 

lterus. 

g. Tindakl pidana dapatl dibedakan atasl tindak pidanal aduan danl tindak 

pidanal bukan laduan. 

1) Tindakl pidana aduanl adalah tindakl pidana yangl penuntutannya hanyal 

dilakukan apabilal ada pengaduanl dari pihakl yang terkenal atau yangl 

dirugikan. Tindakl pidana aduanl dapat dibedakanl menjadi dual jenis: 

                                                 
33 Ibid. 
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a) Tindakl pidana aduanl absolute, tindakl pidana mempersyaratkan 

secara absolutel adanya pengaduanl untuk lpenuntutannya. 

b) Tindakl pidana aduanl relative, padal prinsipnya tindakl pidana inil 

bukanlah merupakanl jenis tindakl pidana laduan. Jadi padal 

dasarnya tindakl pidana aduanl relative merupakanl tindak pidanal 

laporan (tindakl pidana biasal) yang karenal dilakukan dalaml 

lingkungan lkeluarga, kemudian menjadil tindak pidanal aduan. 

2) Tindakl pidana bukanl aduan, yaitul tindak pidanal yang tidakl 

mempersyaratkan adanyal pengaduan ataul penuntutan.34 

h. Tindakl pidana dapatl dibedakan atasl tindak pidanal biasa (dalaml bentuk 

pokokl) dan tindakl pidana yangl dikualifikasi. 

1) Tindakl pidana dalaml bentuk pokokl adalah bentukl tindak pidanal yang 

palingl sederhana, tanpal adanya unsurl yang bersifatl memberatkan. 

2) Tindakl pidana yangl dikualifikasi yaitul tindak pidanal dalam bentukl 

pokok yangl ditambah denganl adanya unsurl pemberat, sehinggal 

ancaman pidananyal menjadi lebihl berat.35 

B. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Surat 

1. Pengertianl Pemalsuan Suratl 

Perbuatan pemalsuanl merupakan suatul jenis pelanggaranl terhadap 

kebenaranl dan lketerpercayaan, dengan tujuanl memperoleh keuntunganl bagi 

diril   sendiri    ataul   orang   llain.  Suatu   pergaulanl   hidup   yangl  teratur  dil   

                                                 
34 Ibid, hlm. 123. 
35 Ibid. 
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dalam masyarakatl yang majul teratur tidakl dapat berlangsungl tanpa adanyal 

jaminan kebenaranl atas beberapal bukti suratl dan dokumenl-dokumen llainnya. 

Karenanya perbuatanl pemalsuan dapatl merupakan ancamanl bagi 

kelangsunganl hidup daril masyarakat ltersebut. 

Suratl adalah segalal macam ltulisan, baik yangl ditulis denganl tangan 

maupunl diketik ataul yang dicetakl dan menggunakanl arti (maknal). Meskipun 

KUH Pidana tidakl memberikan definisil secara jelasl tentang apal yang 

dimaksudl dengan lsurat, tetapi denganl memperhatikan rumusanl Pasal 263l (1) 

KUH Pidana, makal dapatlah diketahuil pengertian lsurat. Adapun rumusanl 

Pasal 263l (1) KUH Pidana sebagail berikut: 

Barangsiapal membuat suratl palsu ataul memalsukan lsurat, yang dapatl 
menerbitkan sesuatul hak, suatul perjanjian (kewajibanl) atau sesuatul 
pembebasan lutang, atau yangl boleh dipergunakanl sebagai keteranganl bagi 
sesuatul perbuatan, denganl maksud akanl menggunakan ataul menyuruh orangl 
lain menggunakanl surat-suratl itu seolahl-olah suratl itu aslil dan tidakl 
dipalsukan, makal kalau mempergunakannyal dapat mendatangkanl sesuatu 
kerugianl dihukum karenal pemalsuan lsurat, dengan hukumanl penjara selamal-
lamanya enaml tahun. 

 
Berdasarkanl Pasal tersebutl di latas, maka yangl dimaksudkan denganl 

surat ialahl sebagai lberikut: 

a. Yangl dapat menerbitkanl suatu lhak;  

b. Yangl dapat menerbitkan suatu perjanjian;  

c. Yangl dapat menerbitkan suatu pembebasanl utang; 

d. Yangl dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatul perbuatan atau 

peristiwa.  

KUH Pidana tersebutl tidak menjelaskan apakahl surat itul tertulis dil 

atas lkertas, kain ataul batu, yangl dijelaskan hanyalahl macam tulisannyal yaitu 
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suratl tersebut ditulisl dengan tanganl atau dicetakl menggunakan mesinl cetak. 

Surat adalahl sehelai kertasl atau lebihl di gunakanl untuk mengadakanl 

komunikasil secaral ltertulis. Adapunl isil suratl dapatl lberupa: lpenyataan, 

keterangan, lpemberitahuan, laporan, lpermintaan, sanggahan, ltuntutan, 

gugatan danl lain lsebagainya.36 

Hukuml pidana di Indonesia memberikan pengertianl pemalsuan 

terhadapl sesuatu merupakanl salah satul bentuk tindakl pidana yangl telah diaturl 

dalam KUH Pidana, karenal pemalsuan tersebutl akan mengakibatkanl kerugian 

kepadal seseorang ataul pihak lainl yang lberkepentingan. Hal inil yang 

membuatl kejahatan pemalsuanl diatur danl termasuk suatul tindakan lpidana. 

Pemalsuan adalahl kejahatan yangl di dalamnyal mengandung sisteml 

ketidakbenaran atasl sesuatu hall yang sesungguhnyal bertentangan denganl 

sebenarnya. Perbuatanl pemalsuan merupakanl suatu jenisl pelanggaran 

terhadapl dua normal dasar: 

a. Kebenaranl (kepercayaan) yangl pelanggarannya dapatl tergolong dalaml 

kelompok kejahatanl penipuan. 

b. Ketertibanl masyarakat, yangl pelanggarannya tergolongl dalam kelompokl 

kejahatan terhadapl negara/ketertibanl masyarakat.37 

Suatul perbuatan pemalsuanl niat dapatl dihukum apabilal perkosa 

terhadapl jaminan ataul kepercayaan dalaml hal lmana, sebagai lberikut:  

                                                 
36  Lamintang, P.A.F., Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan 

Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 
hlm. 9. 

37  Gunadi, Ismu & Efendi, Joenadi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: 
Kencana, 2014, hlm. 173. 
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a. Pelakul mempunyai niatl atau maksudl untuk mempergunakanl suatu barangl 

yang tidakl benar denganl menggambarkan keadaanl barang tidakl benar itul 

seolah-olahl asli, hinggal orang lainl percaya bahwal barang orangl lain 

lterperdaya. 

b. Unsurl niat ataul maksud tidakl perlu mengikutil unsur menguntungkanl diri 

sendiril atau orangl lain (sebaliknyal dari berbagail jenis perbuatanl 

penipuan). 

c. Tetapil perbuatan tersebutl harus menimbulkanl suatu bahayal umum yangl 

khusus dalaml pemalsuan tulisanl atau suratl dan sebagainyal dirumuskan 

denganl mensyaratkan “kemungkinanl kerugian” dihubungkanl dengan sifat 

daril pada tulisanl atau suratl tersebut.38 

Pemalsuanl surat sebagail suatu perbuatanl yang mempunyail tujuan 

untukl meniru, menciptakanl suatu bendal yang sifatnyal tidak aslil lagi ataul 

membuat suatul benda kehilanganl keabsahannya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Chazawi yang mengemukakanl bahwa pemalsuanl surat adalahl 

berupa kejahatanl yang dil dalam mengandungl unsur keadaanl ketidakbenaran 

ataul palsu atasl sesuatu (objekl), yang sesuatunyal itu tampakl dari luarl seolah-

olahl benar adanyal padahal sesungguhnyal bertentangan denganl yang 

lsebenarnya.39  

Tindakan pemalsuanl mencakup prosesl pembuatan, lberadaptasi, 

meniru   ataul   benda,  lbarang,   harta  ataupunl  dokumen-ldokumen,   dengan  

                                                 
38  Santoso, Topo, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 77. 
39  Chazawi, Adami (II), Kejahatan terhadap Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001, hlm. 3. 
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maksudl untuk lmenipu, yang  merupakanl  tindakan yangl dilarang danl 

diancam denganl pidana olehl suatu aturanl hukum. Kejahatanl yang serupal 

dengan penipuanl adalah kejahatanl memperdaya orangl lain, termasukl melalui 

penggunaanl benda yangl diperoleh melaluil pemalsuan. Pemalsuanl surat dapatl 

terjadi terhadapl sebagian ataul seluruh isil surat, jugal pada tandal tangan padal 

si pembuatl surat. 

2. Unsurl-unsur Pemalsuanl Surat 

Pemalsuanl surat diaturl dalam Babl XII bukul II lKUHP, dari Pasall 263 

sampail dengan Pasall 276 lKUHP, yang membedakan pemalsuan surat menjadil 

7 (tujuh) macaml kejahatan, lyakni: 

a. Pemalsuanl surat padal umumnya ( Pasall 263 KUHPl); 

b. Pemalsuanl surat yangl diperberat (Pasall 263 KUHPl); 

c. Menyuruhl memasukkan keteranganl palsu kel dalam aktel autentik (Pasall 

266 KUHPl); 

d. Pemalsuanl surat keteranganl dokter (Pasall 267, 268l KUHP); 

e. Pemalsuanl surat suratl-surat tertentul (Pasal l269, 270, danl 271 KUHPl); 

f. Pemalsuanl surat keteranganl Pejabat tentangl hak milikl (Pasal 274l KUHP);  

g. Menyimpanl bahan ataul benda untukl pemalsuan suratl (Pasal 275l KUHP); 

Tindakl pidana pemalsuanl surat padal umumnya adalahl berupa 

pemalsuanl surat dalaml bentuk pokokl (bentuk standarl) yang dimuatl dalam 

Pasall 263, rumusannyal adalah sebagail berikut: 

a. Barangsiapal membuat suratl palsu ataul memalsukan ataul pembebasan 
lhutang, atau yangl diperuntukkan sebagail bukti daril pada sesuatul hal 
denganl maksud untukl memakai ataul menyuruh orangl lain memakail surat 
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tersebutl seolah-olahl isinya benarl dan tidakl palsu, ldipidana, jika 
pemakaianl tersebut dapatl menimbulkan lkerugian, karena pemalsuanl 
surat, denganl pidana penjaral paling lamal 6 bulanl 

b. Dipidanal dengan pidanal yang lsama, barangsiapa denganl sengaja 
memakail surat palsul atau ygl dipalsukan seolahl-olah lasli, jika pemakaianl 
surat itul dapat menimbulkanl kerugian. 

 
Tindakl pidana pemalsuanl surat yangl dimaksudkan dil dalam ketentuanl 

pidana Pasall 263 ayatl (1) KUH Pidana terdiril atas unsurl-unsur:  

a. Unsurl subjektif: denganl maksud untukl menggunakannya sebagail surat 

yangl asli danl tidak dipalsukanl atau membuatl orang lainl menggunakan 

suratl tersebut.  

b. Unsurl-unsur lobjektif:  

1) Barangl siapa;  

2) Membuatl secara palsul atau lmemalsukan;  

3) Suatul surat yangl dapat menimbulkanl suatu lhak, suatu perikatanl atau 

suatul pembebasan utangl atau;  

4) Suatul surat yangl dimaksud untukl membuktikan suatul kenyataan;  

5) Penggunaanyal dapat menimbulkanl suatu lkerugian.40 

Menurutl Adami Chazawil dalam Pasall 263 tersebutl ada dua lkejahatan, 

masing-masingl di rumuskanl pada ayatl (1) danl (2). Rumusanl pada ayatl ke-1l 

terdiri daril unsur-lunsur: 

a. Unsurl-unsur lobyektif: 

1) Perbuatanl (membuat palsul dan memalsu).  

                                                 
40  Ibid, hlm. 7-8. 
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2) Obyeknyal yakni suratl yang dapatl menimbulkan suatul hak, 

menimbulkan suatu perikatan, menimbulkanl suatu pembebasan 

hutang, dan yangl diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak. 

b. Unsurl subyektifnya: denganl maksud untukl memakai ataul menyuruh 

orangl lain seolahl-olah isinyal benar danl tidak ldipalsu.41 

Sedangkan Pasall 263 ayatl (2) KUH Pidana mempunyail unsur-unsurl 

sebagai lberikut: 

a. Unsurl-unsur lobyektif; 

1) Perbuatanl memakai; 

2) lObyeknya: (surat palsul dan surat yangl dipalsukan); 

3) Pemakaianl tersebut dapatl menimbulkan lkerugian. 

b. Unsurl subyektifnya yaitul dengan lsengaja.42 

Berdasarkanl unsur-unsurl delik pemalsuanl surat ltersebut, diketahui 

terdapatl unsur obyektifnyal yaitu membuatl surat palsul dan memalsukanl 

sesuatu lsurat, dan antaral kedua istilahl tersebut terdapatl pengertian yangl 

berbeda. Adapunl perbedaannya adalahl bahwa membuatl surat palsul 

maksudnya yaitul membuat sebuahl surat sebagianl atau seluruhl isinya lpalsu, 

ini berartil bahwa sebeluml perbuatan dilakukanl tidak adal surat aslil yang 

ldipalsukan. Sedangkan pengertianl “memalsukan suratl” adalah perbuatanl 

mengubah denganl cara bagaimanapunl oleh orangl yang tidakl berhak atasl 

sebuah   suratl   yang   berakibatl   sebagian   ataul   seluruh   isinyal    menjadi  

                                                 
41 Chazawi, Adami (III), Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002, hlm. 98-99. 
42 Ibid. hlm. 99. 
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lainl/berbeda denganl isi suratl semula, berartil bahwa suratl itu sebelumnyal 

sudah lada, kemudian suratl itu lditambah, dikurangi, ataul dirubah isinyal 

sehingga suratl itu tidakl lagi sesuail aslinya.  

3. Pemalsuan dalam Surat-Surat  

KUH Pidana berturutl-turut memuatl empat ltitel, semua tentangl 

kejahatan terhadapl kekuasaan lumum. Jadi jelaslahl bahwa pemalsuanl dalam 

suratl-surat dianggapl lebih bersifatl kepentingan masyarakatl dalam 

lkeseluruhannya, yaitu kepercayaanl masyarakat kepadal isi suratl-surat 

daripadal bersifat mengenail kepentingan daril individu-individul yang mungkinl 

secara langsungl dirugikan denganl pemalsuan suratl ini.43 

a. Membuatl Surat lPalsu, hal inil terjadi misalnyal apabila:  

1)  Seseorangl P membuat suratl seolah-olahl berasal daril Q dan 

menandatanganinyal dengan menirul tanda tanganl Q;  

2) Seorangl membuat suratl dengan menandatanganinyal sendiri tetapil 

isinya tidakl benar;  

3) Seorangl P mengisi kertas kosongl yang adal tanda tanganl dari Q 

denganl tulisan yangl tidak lbenar.44 

b. Pemalsuanl Surat Berdasarkanl KUH Pidana Pasal 263l  

Pemalsuanl merupakan suatul bentuk kejahatanl yang diaturl dalam 

Babl XII Bukul II KUHl Pidana, dimanal pada bukul tersebut dicantumkanl 

bahwa yangl termasuk pemalsuanl hanyalah berupal tulisan-tulisanl saja, 

                                                 
43 Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta: Refika 

Aditama, 2010, hlm. 187. 
44 Ibid, hlm. 190. 
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termasukl didalamnya pemalsuanl tanda tanganl yang diaturl dalam Pasall 

263 sampail dengan Pasall 276 KUH Pidana. Tindakl pidana yangl sering 

terjadil adalah berkaitanl dengan Pasall 263 (membuatl surat palsul atau 

memalsukanl surat), Pasal 264l (memalsukan aktal-akta autentikl), dan Pasall 

266 (menyuruhl memasukkan keteranganl palsu kel dalam suatul akta 

autentikl).  

Ancaman hukumanl dalam pasall ini ialahl orang yangl membuat 

suratl palsu ataul memalsukan lsurat:  

1) Yangl dapat menerbitkanl sesuatu lhak;  

2) Yangl dapat menerbitkanl suatu lperutangan;  

3) Yangl dapat membebaskanl dari padal utang;  

4) Yangl dapat menjadil bukti sesuatul hal, denganl maksud untukl 

memakai ataul menyuruh orangl lain memakail surat itul seolah-olahl 

surat itul asli danl tidak ldipalsukan, jikalau pemakaianl surat itul dapat 

mendatangkanl kerugian.  

Tindak pidana pemalsuan surat juga mengancaml hukuman kepadal 

orang yangl dengan sengajal memakai suratl palsu ataul yang ldipalsukan, 

seolah-olahl surat itul asli danl tidak ldipalsukan, kalau pemakaianl surat itul 

dapat mendatangkanl kerugian.  

1) Suratl yang dapatl menerbitkan sesuatul hak (suratl izin lmengemudi, 

ijazah, karcisl tanda lmasuk, surat sahaml).  

2) Suratl yang dapatl menerbitkan suatul perutangan (suratl kuasa untukl 

dapat membuatl utang).  
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3) Suratl yang dapatl menjadi buktil tentang sesuatul hal (aktel kelahiran, 

aktel kematian, aktel pendirian sesuatul usaha, danl lain lsebagainya).  

4) “suratl palsu“ dapatl diartikan suratl yang disusunl sedemikian lrupa, 

sehingga isinyal tidak padal mestinya.  

5)  “memalsukanl surat“ berartil mengubah suratl itu sedemikianl rupa, 

sehinggal isinya menjadil lain daril pada isil surat yangl asli.  

6) “memalsukanl tanda tanganl yang berkuasal menanda tanganil “ 

termasuk dalaml pengertian “memalsukanl surat“. Demikianl pula 

menempelkanl pas fotol orang lainl dari padal yang berhakl dalam ijazahl 

sekolah, suratl izin lmengemudi, harus dapatl dipandang sebagail suatu 

lpemalsuan.  

7) “dapatl mendatangkan kerugianl“ tidak perlul dibuktikan bahwal 

kerugian itul sudah lada, cukup denganl adanya “kemungkinanl“ saja.  

8) Yangl diartikan “kerugianl“ tidak hanyal kerugian lmateriil, tetapi jugal 

kerugian-kerugianl dilapangan kemasyarakatan, lkesusilaan, 

kehormatan danl sebagainya. 

C. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim  

1. Pengertianl Pertimbangan Hakiml 

Pertimbanganl hakim merupakanl salah satul aspek terpentingl dalam 

menentukanl terwujudnya nilail dari suatul putusan hakiml yang mengandungl 

keadilan danl kepastian lhukum, di sampingl itu jugal mengandung manfaatl bagi 

paral pihak yangl bersangkutan sehinggal pertimbangan hakiml ini harusl 

disikapi denganl teliti, lbaik, dan lcermat. Apabila pertimbanganl hakim tidakl 
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teliti, lbaik, dan lcermat, maka putusanl hakim yangl berasal daril pertimbangan 

hakiml tersebut akanl dibatalkan olehl Pengadilan Tinggil/Mahkamah lAgung.45  

Pertimbanganl hakim bermulal pada saatl hakim menyatakanl 

pemeriksaan lditutup, yang selanjutnyal hakim yangl memeriksa danl mengadili 

suatul perkara mengadakanl musyawarah untukl mendapatkan putusanl yang 

adill sesuai denganl tujuan daril hukum.46 Hakiml dalam pemeriksaanl suatu 

perkaral juga memerlukanl adanya lpembuktian, dimana hasill dari pembuktianl 

itu akan digunakanl sebagai bahanl pertimbangan dalaml memutus lperkara. 

Hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan 

benar dalam menjatuhkan putusan, karena pertimbangan hakim menjadi dasar 

bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili 

dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan 

di muka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan 

puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana 

harus memperhatikan segala aspek. 

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan 

pemeriksaan ditutup, selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu 

perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil 

sesuai dengan tujuan hukum. Ada dua indikator yang harus diperhatikan 

hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu 

mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan 

                                                 
45 Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004, hlm. 140. 
46 Wisnubroto, A. L., Praktik Persidangan Pidana, Yogyakarta: Penerbit Universitas 

Atmajaya, 2014, hlm. 148. 



 

 

35

mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan 

individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).47 

Hakiml dalam memberikanl putusan tidakl hanya berdasarkanl pada 

nilail-nilai hukuml yang hidupl dalam lmasyarakat, hal inil dijelaskan dalaml 

Pasal 5 ayatl (1) Undangl-Undang lNo. 48 Tahunl 2009 tentangl Kekuasaan 

lKehakiman, yaitu: “Hakiml dan hakim konstitusi wajib lmenggali, mengikuti, 

danl memahami nilail-nilai hukuml dan rasa keadilan yang hidupl dalam 

lmasyarakat”. Maka dalam memberikan putusan hakim harus berdasarl 

penafsiran hukuml yang sesuail dengan rasal keadilan yangl tumbuh, lhidup, dan 

berkembangl dalam lmasyarakat, juga faktorl lain (lbudaya, sosial, lekonomi, 

politik). Jadi seorang hakiml dalam memberikanl putusan dalam kasusl sama 

dapatl berbeda karenal antara hakiml yang satul dengan yangl lainnya 

mempunyail cara pandangl serta dasarl pertimbangan yangl berbeda lpula. 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah 

ditentukan oleh undang-undang. Hakiml tidak bolehl menjatuhkan hukumanl 

yang lebihl rendah daril batas minimall dan jugal hakim tidakl boleh 

menjatuhkanl hukuman yangl lebih tinggil dari batasl maksimal hukumanl yang 

telahl ditentukan oleh undangl-undang. Dalaml memutus lputusan, ada beberapal 

teori yangl bisa digunakan lhakim. Menurut lMackenzie, beberapa teoril atau 

pendekatanl yang bisa dipergunakanl oleh hakiml dalam mempertimbangkanl 

penjatuhan putusanl dalam suatul perkara, yaitul sebagai lberikut: 

                                                 
47 Ibid, hlm. 151. 
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a. Teoril Keseimbangan, yaitu keseimbanganl antara syaratl yang ditentukanl 

oleh undangl-undang danl kepentingan pihakl-pihak yangl tersangkut ataul 

berkaitan denganl perkara.  

b. Teoril Pendekatan Senil dan lIntuisi, Penjatuhan putusan olehl hakim 

merupakanl diskresi ataul kewenangan daril hakim. Sebagail diskresi, dalaml 

penjatuhan lputusan, hakim akanl menyesuaikan denganl keadaan danl 

hukuman yangl wajar bagil setiap pelakul tindak pidanal atau dalaml perkara 

lperdata, hakim akanl melihat keadaanl pihak yangl berperkara, yaitul 

penggugat danl tergugat, dalaml perkara perdatal pihak terdakwal atau 

Penuntutl Umum dalaml perkara lpidana.  

c. Teoril Pendekatan Keilmuan, Titikl tolak daril ilmu inil adalah pemikiranl 

bahwa prosesl penjatuhan pidanal harus dilakukanl secara sistematikl dan 

penuhl kehati-hatianl khususnya dalaml kaitannya denganl putusan-putusanl 

terdahulu dalaml rangka menjaminl konsistensi daril putusan lhakim.  

d. Teoril Pendekatan lPengalaman, Pengalaman daril seorang hakiml 

merupakan hall yang dapatl membantunya dalaml menghadapi perkaral-

perkara yangl di hadapinya sehari-lhari.  

e. Teoril Ratio Decidendi, Teoril ini didasarkanl pada landasanl filsafat yangl 

mendasar yangl mempertimbangkan segalal aspek yangl berkaitan denganl 

pokok perkaral yang disengketakanl kemudian mencaril peraturan 

perundangl-undangan yangl relevan denganl pokok perkaral sebagai dasarl 

hukum dalaml penjatuhan putusanl serta pertimbanganl hakim harusl 
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didasarkan padal motivasi yangl jelas untukl menegakkan hukuml dan 

memberikanl keadilan bagil para pihakl yang lberperkara.  

f. Teoril Kebijaksanaan, Aspekl dari teori inil adalah menekankan bahwal 

pemerintah, lmasyarakat, keluarga danl orang tual ikut bertanggungl jawab 

untukl membimbing, mendidik, membinal dan melindungil terdakwa, agarl 

kelak dapatl menjadi manusial yang bergunal bagi lkeluarga, masyarakat danl 

bangsanya.48 

Hakim dalaml pemeriksaan suatu perkaral juga memerlukanl adanya 

lpembuktian, dimana hasill dari pembuktianl itu kan digunakanl sebagai bahanl 

pertimbangan dalaml memutus lperkara. Pembuktian merupakanl tahap yangl 

paling pentingl dalam pemeriksaanl di lpersidangan. Pembuktian bertujuanl 

untuk memperolehl kepastian bahwal suatu peristiwal/fakta yangl diajukan itul 

benar-benarl terjadi, gunal mendapatkan putusanl hakim yangl benar danl adil. 

Hakiml tidak dapatl menjatuhkan suatul putusan sebeluml nyata baginyal bahwa 

peristiwal/fakta tersebutl benar-benarl terjadi, yaknil dibuktikan lkebenaranya, 

sehingga nampakl adanya hubunganl hukum antaral para lpihak.49 

Selainl itu, padal hakikatnya pertimbanganl hakim hendaknyal juga 

memuatl tentang hall-hal sebagail berikut : 

a. Pokokl persoalan danl hal-hall yang diakuil/dalil-dalill yang tidakl disangkal. 

b. Adanyal analisis secaral yuridis terhadapl putusan segalal aspek menyangkutl 

semua faktal/hal-hall yang terbuktil dalam lpersidangan. 

                                                 
48 Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102. 
49 Arto, Mukti, Op Cit, hlm. 141. 
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c. Adanyal semua bagianl dari petituml Penggugat harusl dipertimbangkan/ 

diadilil secara satul demi satul sehingga hakiml dapat menarikl kesimpulan 

tentangl terbukti/tidaknyal dan dapatl dikabulkan/tidaknyal tuntutan tersebutl 

dalam amarl putusan.50 

3. Dasarl Pertimbangan Hakiml 

Dasar hakim dalaml menjatuhkan putusanl pengadilan perlul didasarkan 

kepadal teori danl hasil penelitianl yang salingl berkaitan sehinggal didapatkan 

hasill penelitian yangl maksimal danl seimbang dalaml tataran teoril dan lpraktek. 

Salah satul usaha untukl mencapai kepastianl hukum lkehakiman, di manal 

hakim merupakanl aparat penegakl hukum melaluil putusannya dapatl menjadi 

tolakl ukur tercapainyal suatu kepastianl hukum.  

Banyakl aspek yangl harus dipertimbangkanl hakim dalaml menjatuhkan 

putusanl baik daril aspek yuridisl maupun daril aspek nonl yurdis. Dalaml 

prakteknya aspekl pertimbangan yuridisl merupakan konteksl dalam putusanl 

hakim karenal pada pertimbanganl yuridis merupakanl pembuktian unsurl-unsur 

daril suatu tindakl pidana apakahl terdakwa bersalah telahl melakukan perbuatanl 

seperti yangl di dakwakan oleh Jaksa Penuntutl Umum ataul tidak samal 

sekali.51 Pertimbanganl yuridis olehl hakim tersebutl terlebih dahulul akan 

menarikl fakta-faktal dalam persidanganl yang ltimbul.52 Pertimbangan hakiml 

baik yuridisl dan nonl yuridis yangl dimaksud lyakni; 

 

                                                 
50 Ibid, hlm. 142. 
51 Mulyadi, Lilik, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 

Malang: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 129. 
52 Ibid, hlm. 219. 
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a. Pertimbanganl Yuridis 

1) Suratl dakwaan. Dalaml hukum acaral pidana suratl dakwaan dalaml 

suatu sidangl pengadilan sangatlahl penting hall ini dikarenakanl 

pemeriksaan terdakwa di pengadilanl berpatokan padal surat ldakwaan. 

Surat dakwaanl  adalah  suratl  yang  berisil  dakwaan  bahwal  seseorang 

telahl melakukan tindakl pidana ataul pada hakikatnyal adalah suratl 

dakwaan merupakanl kesimpulan daril penuntut umuml tentang apal 

yang dilakukanl oleh tersangkal berdasarkan hasill penyidikan danl dasar 

bagil penuntut umuml dalam mengajukanl terdakwa kel sidang 

lpengadilan.53 Dengan adanyal dakwaan makal pembuktian danl 

keyakinan daril hakim dapatl lahir danl dapat menentukanl terdakwa 

bersalahl atau tidakl telah melanggarl ketentuan pidanal seperti yangl 

telah dil dakwakan olehl Jaksa Penuntutl Umum. Suratl dakwaan sebagail 

dasar tersebutl wajib dicantumkanl dalam putusanl hakim jikal tidak 

dicantumkanl maka dapatl batal demil hukum sepertil yang diaturl dalam 

KUHAPl Pasal 197l ayat (2l) serta putusanl Mahkamah Agungl RI 

Nomorl 402 Kl/Pid/1987l tanggal 4l April 1987l dan Putusanl Mahkamah 

Agungl Nomor 1301l/K/Pidl/1986/ tanggall 31 Januaril 1989.54 

2) Unsurl-unsur padal pasal yangl didakwakan. Dalam pertimbanganl 

hakim jugal mencantumkan unsurl-unsur padal pasal yangl didakwakan 

olehl jaksa penuntutl umum. Pertimbanganl ini tidakl semata matal 

mencantumkan unsurl-unsur hukuml seperti apal yang telahl undang-

                                                 
53 Wisnubroto, A.L., Op Cit, hlm. 49. 
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undangl jelaskan tekaitl dengan pasall yang dil dakwakan tetapil juga 

mencantumkanl dari aspekl teoritis danl praktek, pandanganl doktrin, 

yurisprudensil dan kasusl posisi yangl sedang lditangani, kemudian 

secaral limitatif55 menetapkan pendirianl hakim dalaml memberikan 

pertimbanganl sehingga seseorangl dapat dinyatakanl telah terbuktil 

secara sahl dan meyakinkanl melakukan suatul perbutan yangl 

melanggar ketentuanl pidana. 

3) lTuntutan. Tuntutan ataul Requisitoir merupakanl dokumen hukuml yang 

dibuatl dan disusunl oleh jaksal penuntut umuml yang memegangl suatu 

perkaral pidana danl melakukan penuntutanl pada perkaral tersebut. Padal 

Pasal 182l ayat (1l) KUHAP mengaturl bahwa tuntutanl atau requisitoirl 

diajukan setelahl pemeriksaan dinyatakanl selesai olehl hakim. Dalaml 

hal inil dokumen hukuml yang dibuatl dan disusunl tersebut berisil fakta-

fakta hukum, yangl ditemukan olehl jaksa penuntutl umum padal saat 

lpembuktian, unsur-unsurl pasal yangl di dakwakanl dan olehnyal 

dilakukan penuntutanl berupa sanksil pidana sebagaimanal diatur padal 

Pasal 10l KUHP denganl mencantumkan masal hukuman yangl 

ditentukan olehl jaksa. Tuntutanl juga menjadil hal yangl wajib bagil 

hakim untukl dimasukan dalaml pertimbangan agarl menjadi tolakl ukur 

hakiml meberikan putusanl pidana, apakahl kurang daril tuntutan yangl 

diajukan olehl jaksa penuntutl umum ataul tidak samal sekali. 

                                                                                                                                      
54 Mulyadi, Lilik, Op Cit, hlm. 129. 
55 Ibid, hlm. 220. 
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4) Notal Pembelaan (Pledoil). Penyampaian suatul pembelaan merupakanl 

salah satul hak daril Terdakwa baikl itu yangl akan disampaikanl 

langsung olehl terdakwa maupunl yang akanl disampaikan olehl 

penasehat hukuml terdakwa. Penyampaiaanl nota pembelaanl 

merupakan salahl satu rangkaiaanl dari prosesl pemeriksaan dil 

Pengadilan, yangl pada pokoknyal sesuai denganl Pasal 182l ayat (1l) 

huruf bl KUHAP pembelaanl merupakan jawabanl terdakwa/penasehatl 

hukum atasl tuntutan pidanal yang diajukanl oleh penuntutl umum. Notal 

Pembelaan yangl diajukan olehl penasehat hukuml pada umuml nya 

disusunl secara lsistematis, kritis, danl logis danl juga disertakanl dengan 

sanggahanl-sanggahan atasl tuntutan penuntutl umum desertail dengan 

dasarl bukti/faktal yang terungkapl di persidanganl yang relevanl dan 

disertail dengan analisisl yurudis yangl akurat.56 Notal Pembelaan yangl 

telah disampaikanl oleh terdakwal dan penasehatl hukumnya harusl 

dimasukan kel dalam putusanl hakim danl dipertimbangkan secaral baik 

danl benar. 

b. Pertimbanganl Non-Yuridisl 

1) Faktal-fakta dalaml persidangan. Padal pertimbangan hakiml berupa 

faktal-fakta dalaml persidangan timbull dari pendapatl keseluruhan daril 

alat-alatl bukti lyakni: 

a) Keteranganl saksi. Merupakanl salah satul alat buktil dalam perkaral 

pidana berupal keterangan daril saksi mengenail suatu peristiwal 

                                                 
56 Wisnubroto, A.L., Op Cit, hlm. 123-125. 
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pidana yangl ia dengarl sendiri, lihatl sendiri, danl ia alamil sendiri 

denganl menyebut alasanl-alasan daril pengetahuannya yangl diatur 

dalaml KUHAP Pasall 1 angkal 27. Saksil terdiri daril saksi yangl 

memberatkan (al charge) yangl disampaikan olehl jaksa penuntutl 

umum di dalam persidanganl dan saksil yang meringankanl (ade 

chargel) yang disampaikanl oleh penasehatl hukum selakul pihak 

yangl melakukan  pembelaanl terdahap lterdakwa. Keterangan saksil 

merupakan hall yang membuatl terang suatul perkara pidanal dalam 

pengadilanl dan jugal menjadi pertimbanganl utama hakiml yang 

dimasukanl dalam lputusannya. 

b) Keteranganl Terdakwa. Dalaml Pasal 189l ayat (1l) KUHAP 

keteranganl terdakwa merupakanl apa yangl terdakwa nyatakanl di 

sidangl tentang perbuatanl yang ial lakukan ataul yang ial ketahui 

sendiril dan ial alami lsendiri. Menurut Markl Frank, Johnl 

Yarbrough, danl Paul Ekmanl pengakuan tanpal bukti-buktil yang 

memperkuatl suatu kesaksianl dengan sendirinyal tidak bernilail apa-

lapa.57 Didalam KUHPl Pasal 184l ayat (1l) butir el keterangan 

terdakwal merupakan salahl satu alatl bukti dil dalam lpersidangan, 

seorang terdakwal di dalaml persidangan diberikanl kesempatan 

untukl memberikan keteranganl dan merupakanl hak bagil seorang 

terdakwal   yang   tidakl   bisa   diganggul  gugat meskipunl seorang  

                                                 
57 Hiariej, Eddy O.S., Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian, Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2012, hlm. 112. 
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terdakwal memiliki hakl ingkar dalaml memberi lketerangan. 

Keterangan terdakwal menjadi suatul petunjuk dalaml pembuktian 

danl dalam hall ini keteranganl terdakwa menjadil pertimbangan 

hakiml di dalaml putusannya. 

c) Barangl Bukti. Dalaml KUHAP barangl bukti tidakl diatur secaral 

jelas terkaitl dengan ldefenisi. Menurut Andil Hamzah barangl bukti 

dalaml  perkara  pidanal  adalah  barangl  bukti  mengenail mana 

delikl tersebut dilakukanl (objek delikl) dan barangl dengan manal 

delik dilakukanl (alat yangl dipakai untukl melakukan delikl), 

termasuk jugal barang yangl merupakan hasill dari suatul delik58 

tetapil dalam Pasall 39 ayatl (2) KUHAPl memberikan penjelasanl 

tekait denganl barang lbukti. Pada Pasall 39 ayatl (2) tersebutl yang 

dapatl dikenakan penyitaanl adalah: 

(1) Bendal atau tagihanl tersangka ataul terdakwa yangl seluruh ataul 

sebagian didugal diperoleh daril tindakan pidanal atau sebagail 

hasil daril tindak lpidana; 

(2) Bendal yang telahl dipergunakan secaral langsung untukl 

melakukan tindakl pidana ataul untuk lmempersiapkannya; 

(3) Bendal yang dipergunakanl untuk menghalangl-halangi 

penyelidikanl tindak lpidana; 

 

                                                 
58 Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012, 

hlm. 149. 
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(4) Bendal yang khususl dibuat ataul diperuntukkan melakukanl 

tindak lpidana; 

(5) Bendal lain yangl mempunyai hubunganl langsung denganl 

tindak pidanal yang ldilakukan. 

Ketentuanl barang buktil diatas berbedal dengan ketentuanl alat buktil 

sebagaimana diaturl dalam lKUHAP. Jika alatl bukti terdiril dari 5l 

(lima) lyakni, keterangan lsaksi, keterangan lahli, surat, lpetunjuk, 

dan  keteranganl  terdakwa. Dalaml persidangan pidanal barang 

buktil akan diajukanl oleh jaksal penuntut umuml untuk memperkuatl 

dakwaan agarl menciptakan keyakinanl hakim, dalaml Pasal 181l 

ayat (1l) dan ayatl (2) KUHAPl hakim dalaml persidangan akanl 

mengkonfrontasikan kepadal terdakwa danl saksi apakahl mengenal 

barangl bukti yangl diajukan tersebutl dan pertanyaanl pertanyaan 

lainl yang membuatl terang suatul kasus. Barangl bukti yangl 

diajukan olehl jaksa penuntutl umum padal persidangan akanl 

menjadi pertimbanganl hakim dalaml putusannya yangl 

dikorelasikan denganl fakta hukuml yang adal dan jugal barang buktil 

yang diajukanl tersebut dalaml putusan hakiml akan diputuskanl 

apakah akanl dimusnahkan, digunakanl oleh jaksal penuntut umuml 

untuk perkaral lainnya danl melelangnya. 

2) Hall yang memberatkanl dan lmeringankan. Hal-hall yang dianggapl 

menguntungkan terdakwal juga harusl menjadi pertimbanganl hakim 

dalaml Pasal 8l ayat (2l) Undang-Undangl 48 Tahunl 2009 tentangl 
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Kekuasaan Kehakimanl bahwa hakiml wajib mempertimbangkanl sifat 

yangl baik danl jahat daril seorang lterdakwa. Dalam putusanl pengadilan 

hakiml akan mempertimbangkanl bagaimana seorangl terdakwa selamal 

masa lpersidangan, apakah berlakul sopan danl dapat lkooperatif, tulang 

punggungl keluarga danl lain sebagainyal yang menguntungkanl 

terdakwa, danl hal- hall yang memberatkanl yakni sepertil dampak 

perbuatanl yang dilakukanl menimbulkan danl lain lsebagainya. 
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